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LAPORAN 
KUNJUNGAN  KERJA  ANGGOTA  PANSUS  RAPERDA  III                                         

KE BTSF DAN BPKA BANYUWANGI                                                                                                    
TANGGAL, 18 – 21 FEBRUARI 2020 

 

 

A. Dasar Kunjungan Kerja : 

 

1. Surat  Tugas Ketua DPRD  Kabupaten Paser Nomor  : 009           

/77/PJ.D/DPRD/II/2020, tanggal 17 Februari 2020  Dalam Rangka 

Kunjungan Kerja Anggota  Pansus Raperda III DPRD Kab.Paser 

2. Surat Ketua DPRD Kab. Paser Nomor : 090 / 64 / DPRD Tanggal 17 

Februari 2020 Prihal : Study Orientasi 

3. Surat Ketua DPRD Kab. Paser Nomor : 090 / 65 / DPRD Tanggal 17 

Februari 2020 Prihal : Study Orientasi 

 

 

B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja : 

 

Adapun maksud Kunjungan kerja adalah Studi Orientasi Terkait Penyusunan 

Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hewan Penyu dan terkait 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Ruang Laboratorium Assesment ) . 

Adapun  tujuan  kunjungan kerja  adalah  ke Banyuwangi Sea Turtle Foundation 

(BSTF) dan ke BPKAD Kabupaten Banyuwangi. 

  

C. Anggota Pansus Raperda  III   DPRD Kab.Paser yang melaksanakan tugas : 

NO NAMA JABATAN 

1. Basri M Ketua Pansus 

2. Budi Santoso ST.,M.Si Wakil Pansus 

3. Sri Nordianti Sekretaris 

4. Eva Sanjaya Anggota 

5. Rahmadi, S.E Anggota 

6. Sabilar Rusdi Anggota 

7. H. Lamaluddin Anggota 

8. Aspiana Anggota 
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D. Tanggal berangkat  :  18 Februari 2020 
 

E. Tanggal kembali  :  21 Februari 2020 

 

F. Hasil Kunjungan Kerja : 

 

Pada saat kami melakukan kunjungan kerja ke BSTF, diperoleh beberapa hal 

diantaranya : 

• Rombongan Anggota Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser diterima 

oleh Bapak Poerwanto selaku Pengawas BSTF. 

• BSTF selaku yayasan NGO penyu banyuwangi yang berkonsentrasi di 

bidang konservasi penyu yang beranggotakan sejumlah relawan. 

• BTSF merupakan yayasan yang berkonsentrasi pada perlindungan dan 

pelestarian penyu diwilayah kabupaten banyuwangi yang berkegiatan 

memberi edukasi dan tindakan atas perlindungan dan pelestarian penyu 

kepada masyarakat baik dikalangan pelajar maupun nelayan yang 

berdampingan langsung dengan habitat penyu. 

• Menurut Bapak Poerwanto selaku pengawas BSTF mengatakan pada 

prinsipnya dalam memberikan perlindungan dan pelestarian satwa liar 

seperti penyu perlu ada komitmen bersama di semua pihak, 

mendasarkan tindakan konservasi kepada peraturan perundang – 

undangan yang berlaku, serta selalu memberi edukasi dan pemahaman 

kepada seluruh masyarakat tentang perlakuan apa yang harus diberikan 

bila berdampingan dengan satwa liar yang dilindungi. Ditambahkan 

bahwa pasal 21 ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur “Setiap orang 

dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, 

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi 

dalam keadaan hidup”. Dan bila dilanggar akan berhadapan dengan 

sanksi hukum yang diatur oleh undang – undang. 

 

Pada saat kami melakukan perjalanan dinas, diperoleh beberapa hal 

diantaranya : 

 

• Rombongan Anggota Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser diterima 

oleh Bapak Syamsuddin S.E.,M.Si selaku Kepala Dinas BPKAD Kab. 

Banyuwangi beserta jajarannya. 

• Kepala BPKAD mengatakan bahwa untuk pemungutan retribusi 

pemakaian kekayaan daerah di kabupaten Banyuwangi dipanyungi 

hukum dengan Perda Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Umum 
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dan Hasil pemungutan retribusi ini lah yang menjadi sumber atas 

Pendapatan Asli Daerah. 

• Dalam penetapan besaran retribusi atas penggunaan kekayaan daerah 

maka kita tidak terlepas dari yang telah diatur oleh Undang – Undang 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan patut diketahui 

bahwasanya retribusi pemakaian daerah merupakan salah satujenis dari 

retribusi jasa usaha dimana retribusi ini dipungut untuk memperoleh 

keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan daerah adalah sah 

sah saja asalkan dalam penetapan tariff retribusi tidak sembarangan dan 

sangat baik bila bisa di bantu dengan kajian oleh Kantor Jasa Penilai 

Publik (KJPP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

DOKUMENTASI PANSUS RAPERDA III DPRD KE BSTF BANYUWANGI 
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DOKUMENTASI PANSUS RAPERDA III DPRD KE BSTF BANYUWANGI 
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DOKUMENTASI PANSUS RAPERDA III DPRD KE BPKAD KAB. BANYUWANGI 
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DOKUMENTASI PANSUS RAPERDA III DPRD KE BPKAD KAB. BANYUWANGI 

 

 

 

 

 


